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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

                                      NOMOR  126/PMK.05/2016 

 TENTANG  

TATA CARA PELAKSANAAN SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA 

PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara 

pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi 

Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara; 

 

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi 

Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 13); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN 

KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA NEGARA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Sertifikasi Bendahara yang selanjutnya disebut Sertifikasi 

adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan 

kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk 

menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan 

objektif melalui Ujian Sertifikasi. 

2. Ujian Sertifikasi Bendahara yang selanjutnya disebut 

Ujian Sertifikasi adalah rangkaian proses uji secara 

objektif untuk menilai karakter, kompetensi, dan 

kemampuan untuk menjadi Bendahara Penerimaan, 

Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran 

Pembantu berdasarkan Standar Kompetensi Bendahara. 

3. Bendahara Negara Tersertifikasi yang selanjutnya 

disingkat BNT adalah gelar yang diberikan kepada 

Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

lulus Ujian Sertifikasi. 

4. Nomor Register adalah nomor khusus yang diberikan 

kepada Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang lulus Ujian Sertifikasi. 

5. Sertifikat Bendahara adalah keterangan tertulis dari 

pejabat yang berwenang sebagai pengakuan atas 

karakter, kompetensi, dan kemampuan seseorang untuk 

menjadi Bendahara. 

6. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian 

negara/lembaga pemerintah nonkementerian 

negara/lembaga negara. 

7. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK 

adalah unit kerja pada kementerian negara/lembaga 

yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan Ujian 

Sertifikasi sesuai dengan materi dan metode Ujian 

Sertifikasi yang ditentukan. 
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8. Standar Kompetensi Bendahara adalah rumusan 

kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang 

relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan 

bendahara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

9. Unit Penyelenggara Sertifikasi yang selanjutnya disebut 

Unit Penyelenggara adalah unit organisasi di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai 

fungsi perumusan dan standardisasi jabatan profesi 

bidang perbendaharaan. 

10. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang 

selanjutnya disingkat BPPK adalah unit eselon 1 pada 

Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang 

keuangan negara. 

11. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi 

tugas untuk dan atas nama negara, menerima, 

menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau 

surat berharga atau barang-barang negara. 

12. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan 

kerja Kementerian Negara/Lembaga. 

13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja negara dalam rangka 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. 

14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang 

ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran 

untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak 

guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 
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15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

16. Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang selanjutnya 

disebut Diklat Bendahara adalah proses penyelenggaraan 

belajar mengajar dalam rangka meningkatkan 

kemampuan PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sesuai dengan Standar Kompetensi Bendahara yang 

ditetapkan. 

17. Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang selanjutnya disebut Satker adalah 

unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau 

unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan 

kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki 

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang 

terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, 

terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik 

lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 

autentikasi. 

20. Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah kegiatan 

belajar terus menerus oleh Bendahara agar senantiasa 

dapat memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan 

kompetensi profesionalnya. 
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BAB II 

TUJUAN SERTIFIKASI 

 

Pasal 2 

Sertifikasi bertujuan untuk: 

a. Menentukan kelayakan dan memberikan pengakuan atas 

kompetensi Bendahara untuk melaksanakan tugas 

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN; 

b. Meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu 

kompetensi Bendahara untuk melaksanakan 

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN; 

c. Meningkatkan profesionalisme Bendahara dalam 

pengelolaan keuangan negara; dan 

d. Mendukung tercapainya peningkatan kualitas 

pengelolaan keuangan negara. 

 

BAB III 

SERTIFIKASI BENDAHARA 

 

Pasal 3 

(1) PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan 

diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara 

Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu 

pada Satker harus memiliki Sertifikat Bendahara. 

(2) Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada                  

ayat (1) diperoleh melalui Ujian Sertifikasi. 

 

Pasal 4 

Ujian Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3                

ayat (2) diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara. 
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